PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR /& TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANGY/. IASA

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN¢ MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal alj ayat (1) Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemex‘mtan, dimana
Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Unit Layanan Pengadaan

(ULP) untuk memberikan pelayanan/pembinaan dlbldang pengadaan
barang/jasa;

|
|

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan |Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ﬂ956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 | Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor |7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2755);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang ‘Pokok—pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i\lomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor +3 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

|
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan T.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817); j

!
’
; 5.Undang-undang...... 2
|
[
|




D

4. Undang-Undang Nomor 28 Ta. 999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Kot .psi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara L}:\epublik Indonesia | Tahun 1999

Nomor 140, Tambahan Lembaran Neg

a Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 129), sebagaimana telah diub dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 134,
Indonesia Nomor 4150) ;

\
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabu;;jten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran

¢gara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2000 tentang Perubahan Ata ‘Undang—Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Ka upaten

Tanjung Jabung Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia I\&omor 3969); 1

|
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun %TO(B tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia

ahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200+ tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia I\#omor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent

ang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indondsia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dah Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 |[Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indfnesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor
6 Tahun 2006 tentang Pengelol Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78),

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah ' Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2002 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; |

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2] Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

\
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

Instruksi Presiden Republik Indoneska Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

13/M.PAN/I/2003 tentang Pedom

Umum Perkantoran Elektronis

.Keputusan  Menteri Pendayagur;zan Aparatur Negara Nomor

Lingkup Intranet di lingkungan Instansi Pemerintahan;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakax‘;%engadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

MEMUTUSKAN.............. 4




4.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO |
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L.
2,

3
4.
5

10.

11

13.

14.

. Bupati adalah Bupati Bungo.

Daerah adalah Kabupaten Bungo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. ‘

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja

Kepala adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Ja‘}

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten B

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daecraly/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenatigan penggunaan barang dan/atau
jasa milik negara/daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
yang menggunakan APBN/APBD.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan
oleh PA untuk mengunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan
APBD.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK | adalah pejabat vang diangkat oleh
Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit
yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa, yang dibentuk oleh Bupati Bungo yang bertugas secara khusus untuk
melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemeriniah Kabupaten Bungo.

. Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sekelompok anggota yang

terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh Bupati dan bertugas secara khusus
membantu kelompok kerja untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui unit
layanan pengadaan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasd yang selanjutnya disebut Pokja
adalah kelompok kerja yang anggota-anggotanya merup anggota unit layanan pengadaan
dan dari para Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah, yang diangkat oleh Bupati dengan tugas secara khusus mengevaluasi
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bungo.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bungo| yang selanjutnya disingkat LPSE
adalah Unit Kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Institusi lainnya kepada Portal Pengadaan Nasional.

15.Penyedia..... 5
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15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

16, Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/pejabat pengadaan/Unit
Layanan Pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi jkrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak|berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang
setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kabupaten Bungo.

18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan |pelaksanaan
konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

20. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemamp tertentu yang mengutamakan
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola| yang telah dikenal luas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa
selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

21. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pen barang/ijasa pemerintah yang
diperoleh melalui vjian sertifikasi keahlian pengad barang/jasa nasional dan untuk
memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau panitia/pejabat
pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

22. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa
yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pemerintah Kabupaten Bungo.

23. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan
/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak
dalam proses pengadaan barang/jasa. »

24. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya untuk semua peketjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

25. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan
konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk
pekerjaan yang kompleks.

26. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk
pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 )rdua ratus juta rupiah).

rembutuhkan keahlian tertentu di

27. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk
pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

28. Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang
dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.

29. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi
yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus|juta rupiah).

30. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

\
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BAB I
PEMBENTUKAN, MAKSUD, T
DAN RUANG LINGKUP TUG/

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk ULP.
(2) Maksud dibentuknya ULP sebagaimana dimaksud pada
-Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan |

Bungo yang dibiayai oleh APBD dan APBN.
(3) Tujuan dibentuknya ULP sebagaimana dimaksud pada ay

a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah

efisien; '

b
fungsi;
menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bag
persaingan usaha yang sehat; dan
menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah
profesional.

(4) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi peny
pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui pro

C.

d.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAYANAN PE
Pasal 3

(1) ULP berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bungo, yang dipimpin oleh seorang Kepala.
(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bun

Pasal 4

Fungsi ULP adalah sebagai pelaksana pemilihan penyedia
Bungo.

BABIV
SUSUNAN ORGANISA
Pasal 5
(1) Struktur Organisasi ULP terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretaris;

c. Anggota Sekretariat;
d. Kelompok Kerja
(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, me
a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ac
b. memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan pengadaan
c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh
barang/jasa;
membuat dan menyampaikan laporan secara periodil
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

d.

UJUAN
AS ULP

ayat (1), adalah sebagai dasar Unit
barang/jasa Pemerintah Kabupaten

at (1) adalah :
menjadi lebih terpadu, efektif, dan

meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dﬁﬂam menjalankan tugas pokok dan

i penyedia barang/jasa agar tercipta
yang dilakukan oleh aparatur yang

clenggaraan pengadaan barang/jasa
ses pelelangan/seleksi,

NGADAAN BARANG/JASA

oleh Bupati dan bertanggung jawab
g0.

barang/jasa Pemerintah Kabupaten

mpunyai tugas :

Iministrasi ULP;
barang/jasa melalui ULP ;

kegiatan administrasi pengadaan

k atas pelaksanaan tugas ULP kepada

(3)Sekretaris

........




.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

a.

b.
c.

membantu kepala dalam melaksanakan kegiatan/tugas ULP dalam menyusun bahan
fasilitas, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
melakukan penatausahaan dan kesekretariatan ULP ;

memfasilitasi pengkoordinasian proses pelaks pengadaan barang/jasa dengan
SKPD;

membantu Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam penyediaan dokumen pengadaan;
memfasilitasi pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara manual atan elekironik;

memfasilitasi pengkoordinasian pengalokasian sumber daya manusia dan kelompok kerja
pelaksana pengadaan barang/ jasa;

menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.00,
(seratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, pengadaan jasa
lainnya, dan Rp. 50.000.000.00, (lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan jasa
konsultansi dari PA/KPA/PPK untuk dilakukan pelelangan umum, pelelangan terbatas,
pemilihan langsung, pelelangan sederhana, seleksi umum, seleksi sederhana;

memilah dan mendistribusikan kegiatan tersebut kepada seluruh Kelompok Kerja
(Pokja); ‘

memfasilitasi penyampaian pemenang lelang dari Unit Layanan Pengadaan kepada
SKPD/PPK; |

membuat dan menyiapkan bahan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan
Unit Layanan Pengadaan oleh Kepala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Bungo.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh
beberapa anggota/staf sekretariat.
(5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

b. menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;

¢. mengumumkan rencana seluruh pengadaan di website pengadaan nasional;

d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi untuk penerangan
umum dan diumumkan di website pengadaan nasional;

e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi qﬁu prakualifikasi;

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; |

g- mengusulkan calon pemenang kepada kepala ULP;

h. menandatangani pakta integritas pengadaan barang/jasa.

(6) Anggota ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dalam pelaksanaan tugasnya
dibentuk menjadi kelompok-kelompok kerja dengan susunan keanggotaan masing-masing
terdiri dari : |
a. Ketua Pokja;

b. Sekretaris Pokja;
c. Anggota Pokja

(7) Pengangkatan kepala, sekretaris, anggota sekretariat dan pokja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Bagan Struktur Organisasi ULP, sebagaimana tercantum |dalam Lampiran I sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BABV

PERSYARATAN DAN LARAN

MENJADI ANGGOTA UNIT LAYANAN

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa :

menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
menetapkan dokumen pengadaan;
menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

oo

dalam Portal Pengadaan Nasional;

menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifi

melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhads

menjawab sanggahan;

menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk pal
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp
rupiah);

2. Seleksi atau penunjukan untuk paket pengadaan jasa

@ o

mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di w
pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampai

GAN
PENGADAAN

yebsite masing-masing dan papan
kan ke LPSE untuk diumumkan

kasi atau pascakualifikasi;

ip penawaran yang masuk;

ket pengadaan barang/pekerjaan
100.000.000.000,00 (seratus miliar

konsultansi yang bernilai paling

tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); |

gy e

membuat laporan mengenai proses dan hasil pelelangan 1
Sckretaris Daerah;
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegial
PA/KPA.

Pasal 7

Persyaratan menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan Barang,

(1) Anggota ULP berasal dari Pegawai Negeri Sipil, baik
instansi teknis lainnya;

(2) Anggota ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) har
berikut :

memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab

memahami peketjaan yang akan diadakan;

memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas

memahami isi dokumen pengadaan/metode dan

o oop

menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

parang/jasa kepada Bupati melalui

tan pengadaan barang/jasa kepada

Jasa :

dari instansi sendiri maupun dari

us memenuhi persyaratan sebagai

dalam melaksanakan tugas;

ULP yang bersangkutan;

prosedur pengadaan | berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahyn 2010;

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat

sebagai anggota ULP ; |

yang dipersyaratkan;

#'ang mengangkat dan menetapkan

memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kompetensi

Pasal 8........9
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Pasal 8
Larangan Bagi Anggota

Unit Layanan Pengadaan Barang|/Jasa

Anggota ULP dilarang duduk sebagai :
a. PPK;
b. Pengelola keuangan;

c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi pejabat pengadaan/anggota
ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan Instansinya.

BAB VI

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 9

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa melalui ULLP, mengacu dan berpedoman dari
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan
Kelompok Kerja ULP, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi Lingkup Pemerintah

Kabupaten Bungo serta diluar Pemerintah Kabupaten Bun

20,

(2) Hubungan kerja SKPD dengan Sekretariat ULP dan Kelompok Kerja ULP, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TUNJANGAN PROFESI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) PA, KPA dan/atau PPK dapat membuat paket-paket pengadaan dengan batasan nilai tertentu

yang akan dilelangkan secara elektronik.

(2) Dalam melaksanakan pengoperasian sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, LPSE
Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), LPSE Pusat dan/atau LP

Pasal 12

SE lain.

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan ULP dibebankan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariewt Daerah Kabupaten Bungo tahun
\

anggaran berkenaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUPR

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati.
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BAB X
PENUTUP

Pasal 14 ‘
|
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. |

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 1\ MEL 2012

H. SUDIRMAN ZA

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 MEN 2012

y SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

L

[ o

. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR &




LAMPIRAN1 :PERATURAN BUPATI BUNGO
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TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT 'LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
- SKPD KEPALA
SEKRETARIS
STAF
SEKRETARIAT‘
Pokja Pengadaan Pokja Pekerjaan Pokja Pengadaan
Jasa Konsultansi Konstruksi Barang
& Jasa Lainnya
1. Ketua 1. Ketua 1. Ketua
2. Sekretaris 2. Sekretaris 2. Sekretaris
3. Anggota 3. Anggota 3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
Keterangan :
Garis Komando U e S
VABUP g
...................................... Garis Fungsi

| |
| H.SUDIRMAN ZAINI /




LAMPlRAN I PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR [p ~ TAHUN2012
TANGGAL : [{\A];E;\InleUaKAv ke UN LAYANAN
e :g%NGADAAN ARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN UNGO. B
HUBUNGAN KERJA SKPD DENGAN SE TARIAT DAN

SKPD

KELOMPOK KERJA UNIT LAYAN

{ KELOMPOK KERJA \

1. Melakukan proses

KEPALA DAN
SEKRETARIAT ULP

ilihan Penyedia
1. Membuat dan 1o daftar milihan '
mefrt\yam;:(a{:(an 1-&32?"“ Rarang/Jasa sgsual
daftar paxet : iatan/ Peraturan Prest
pekerjaan/kegiaten s Normor 54 Tahun 2010
i royek dengan nilai
proyek dengan nilai p‘ tentan Pengadaan
‘ di atas Rp 100 Jula di atas Rp 100 Juta eniang
\ B untuk ﬁeker}aan BaranglJasa
konstruksi Konstrukss, * Bammarintah
pengadaa:, barang. pengadaan barang, 2. Mengustikan Galon
pengadaan jasa pengadaan jasa Demanang | elang
\ainnya, serta di atas lainnya, serta di atas sesuai hasil evaluasi
Rp. 50 Juta untuk Rp. 50 Juta untuk kepada_Kepala ULP
pengadaan Jasa pengadaan Jasa untuk ditetapkan
Konsultanst yang Konsultansi yang sebagai Pemenang.
akan dilelang kepada akan dilsiang dari
Sekretariat ULP; SKPD;
2. Menyampaikan 2. Mamilah dan
daftar PNS yang akan mendistribusikan
mekr'uadi pendamping paket
poxia, kegiatan/proyek
3.r§§;nkoort;]i‘nasi dan tergebut kpep);da
enuni seluruh Pokja
kebutuhan Unit 3. Memberikan
Layanan Pengadaan pelayanan
Barang/Jasa. adminstratif logistic
kepada Pokja.
4. Menetapkan
Pemenang.
WABUP BUNGO
BUPATI BUNGO,
H: P l/ﬁ
-_—
1

" 4\



